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Pendahuluan

Pertumbuhan E-Commerce berkembang secara terus-menerus terutama di indonesia, karena dengan adanya E-Commerce sendiri membuat

sebuah peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjual barangnya kepada konsumen yang ada diluar pulau jikalau konsumen tersebut

membutuhkan atau mengininkannya dan juga bagi konsumen untuk membeli suatu barang dari pelaku usaha yang transaksinya tidak

mendatangi toko pelaku usaha tersebut namun dapat dilakukan secara online, selain itu tersedianya pilihan barang atau jasa yang beragam

dengan harga yang bervariasi. Karena hal tersebut, Para konsumen dapat diberikan keuntungan untuk bebas memilih barang atau jasa yang

diinginkannya serta konsumen juga memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya.

Namun di satu sisi juga dapat merugikan konsumen karena kurangnya kesadaran dari konsumen untuk memperhatikan kembali barang yang

ingin mereka beli.

Sebelum pandemi COVID-19, jual beli online telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. ada peningkatan yang signifikan dalam perilaku

konsumen yang beralih ke belanja online sebelum pandemi. Namun, selama pandemi COVID-19, pembatasan sosial dan penutupan toko fisik

telah mendorong peningkatan yang signifikan dalam aktivitas jual beli online.

Dalam era covid-19 ini konsep bisnis bergerser ke arah penjualan online, karena seiring dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk

melakukan kegiatan aktivitas “dirumah aja”. Kegiatan yang dilakukan selama ini dalam masa covid-19 menunjukkan lonjakan signifikan

dalam transaksi jual beli online, Selama pandemi covid-19 ini menjadi sebuah tantangan baru bagi konsumen, di mana mereka ingin

memenuhi kebutuhannya, tetapi juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanannya sendiri. Kenyamanan dan keamanan dalam

penggunaan barang atau jasa merupakan bagian dari hak konsumen dan perlindungan terhadap hak konsumen dalam penggunaan barang atau

jasa.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apa saja jenis sengketa yang sering terjadi sebelum pandemi COVID-19 sampai setelah
pandemic COVID-19?

2. Bagaimana Perbandingan Putusan Inkracht (Berkekuatan Hukum Tetap) dengan Putusan
yang baru di proses?
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Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Penelitian
ini menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdaganan, dan data dari putusan mahkamah agung, serta Penelitian ini juga menggunakan
bahan data sekunder dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yaitu meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah.
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Penelitian Terdahulu

Terdapat Penelitian Terdahulu yang ditulis oleh Khadijah Nur Arafah dengan judul “Penyelesaian sengketa e-commerce
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam)”
yang mana penelitian ini lebih cenderung menjelaskan dengan menggunakan Hukum Islam, sedangkan penelitian kali ini akan
lebih cenderung pada Undang-undang No, 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-undang Nomor 7
Tahun 2014.
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Pembahasan

1. Sengketa yang sering terjadi sebelum pandemi COVID-19 sampai setelah pandemic COVID-19.

Transaksi jual beli online saat sebelum pandemi covid-19 sampai dengan setelah pandemi covid-19 membuat terjadinya
sejumlah kasus yang perlu diperhatikan. Pembeli dapat mencari produk yang sudah ada tidak tersedia atau sulit
diperoleh di toko offline, bahkan jika mereka menemukan barang yang mereka cari, harga yang di perjualkan lebih mahal
dibandingkan dengan membeli di platform e-commerce. Di sisi lain, membeli suatu barang secara online juga memiliki
kekurangan dalam Transaksi jual beli, antara lain Konsumen tidak dapat secara langsung mengidentifikasi, melihat , dan
menyentuh produk yang dipesan. Misalnya, konsumen hanya melihat gambar dari apa yang mereka inginkan Barang
melalui profil pedagang di tokonya.

Karena hal tersebut, membuat munculnya sebuah sengketa yang terjadi pada e-commerce. Yaitu Penipuan online menjadi salah
satu kasus yang sering terjadi pada e-commerce, keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online, dan ketidaksesuaian
produk yang dikirim juga menjadi sebuah kasus. Kasus-kasus tersebut membuat terjadinya kerugian yang dialami oleh para
konsumen, Bukan hanya konsumen saja yang bisa di rugikan namun penjual juga dapat dirugikan karena adanya persaingan
tidak sehat antar pelaku usaha pada saat pandemi covid-19, persaingan tidak sehat tersebut merujuk pada kebutuhan harian
yang mana oknum dari pelaku tersebut mengendalikan sebuah pasar kebutuhan harian. Oknum tersebut melakukan sebuah
monopoli harga yang harganya jauh lebih tinggi di banding dengan pelaku usaha yang lain, Hal tersebut membuat kerugian
terhadap beberapa pihak yaitu pelaku usaha sendiri yang tidak mau menjual barangnya dikarenakan harga jauh lebih murah
bahkan sampai mengikuti para oknum untuk menaikkan harga barang dan pihak konsumen yang kesulitan untuk mencari
barang yang murah karena harga barang dinaikkan oleh penjual.
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Pembahasan

2. Perbandingan Putusan Inkracht (Berkekuatan Hukum Tetap) dengan Putusan yang baru di proses.

Terdapat perbandingan yang signifikan pada website direktori putusan mahkamah agung yang mana perbandingan antara
Putusan Inkracht dengan Putusan yang baru di proses, di mana Putusan yang telah memiliki sebuah kekuatan hukum tetap jauh
lebih sedikit dibandingkan dengan putusan yang baru di proses dengan data sebagai berikut :

1. Putusan Inkracht dengan total : 12

a. Tahun 2016 : 4

b. Tahun 2017 : 7

c. Tahun 2021 : 1

2. Putusan yang baru di proses dengan total : 1431

a. Tahun 2016-2019 : 761

b. Tahun 2020 : 403

c. Tahun 2021-2023 : 267
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Lanjutan…

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya sebuah kasus sengketa pada E-Commerce yang masih belum memiliki
kekuatan hukum tetap dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang memerlukan banyaknya waktu agar dapat diselesaikan dan
juga membutuhkan sebuah bukti tambahan jika gugatan tersebut masih belum cukup kuat untuk kasus tersebut memiliki
sebuah kekuatan hukum tetap dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus sengketa tersebut dengan lebih mendalam, lalu
adanya penambahan kasus dari sengketa yang diajukan juga menjadi salah satu faktor dari putusan tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum tetap, adanya pihak yang tidak puas dengan hasil putusan, Karena hal tersebut membuat proses hukum belum
selesai sepenuhnya dan memunculkan ketidakpastian hukum dan memerlukan waktu untuk mencapai suatu putusan yang
memiliki kekuatan hukum tetap.
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Pembahasan

3. Penurunan Kasus Sengketa Pembelian di E-Commerce pasca COVID-19 karena adanya kesadaran dari Penjual.  

Kasus-kasus sengketa di e-commerce menurun pasca covid-19 dibandingkan dengan sebelum covid-19 adanya kesadaran dari para penjual untuk tidak
melakukan suatu sengketa pasca pandemi untuk mendapat kepercayaan dari para konsumen, karena di tahun tersebut masyarakat tidak diperbolehkan
untuk keluar rumah sehingga pembelian kebutuhan sehari-hari maupun barang yang ada pada e-commerce sendiri sangat meningkat. Dan beberapa
syarat bagi pelaku usaha untuk melakukan jual beli juga telah di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 yakni :

1. Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik;

2. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan informasi secara lengkap
dan benar;

3. Setiap Pelaku Usaha dilarang untuk memperdagangkan Barang dan Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan point (2)

4. Informasi yang dimaksud pada point (2) memuat :

Identitas dan legalitas Pelaku usaha sebagai Pelaku usaha distribusi, Persyaratan teknis barang yang ditawarkan, Persyaratan teknis jasa yang
diatawarkan, Memperlihatkan Harga dan Cara Pembayaran barang dan jasa, Menunjukkan cara penyerahan barang yang dibeli.

5. Jika terjadi sengketa terkait perdagangan melalui sistem elektronik antara penjual dan pembeli, dapat diselesaikan melalui Pengadilan atau dapat
melalui penyelesaian sengketa lainnya;

6. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa dengan sistem elektronik namun tidak menyediakan sebuah informasi secara lengkap dan
benar, maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu dengan pencabutan izin berdagang.
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Lanjutan…

Maka  dari  itu,  pelaku  usaha  perlu  berperilaku  baik  dalam  bisnisnya  tidak  melakukan  sebuah  kecurangan untuk  
mengelabuhi  konsumennya  dengan  menjual  produk  yang  tidak  sesuai  dengan  informasi yang  tertera  pada platform  
tempat  pelaku  usaha  memasarkan  dagangannya,  memberi  tahu  serta  memperlakukan  konsumen  dengan baik dan ramah, 
menjamin produknya, menawarkan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan memberikan kompensasi jikalau barang
tidak sesuai atau barang yang dikirim rusak.

Adanya pelayanan yang diberikan penjual kepada konsumen sangat baik serta penjual dapat memberikan informasi-informasi 
yang diinginkan konsumen, membuat konsumen menjadi percaya dan yakin kepada penjual dan konsumen dapat mengambil 
keputusan pembelian.

Dengan meningkatnya kesadaran dari para penjualnya sendiri terhadap pentingnya menjaga kepuasan terhadap para konsumen, 
adanya keterbukaan suatu informasi mengenai barang yang dijual, dan juga adanya peningkatan suatu pelayanan terhadap
konsumen membuat kasus-kasus sengketa yang ada pada e-commerce sendiri berkurang pasca covid-19.
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Kesimpulan

Pertumbuhan dalam Transaksi Jual beli online atau e-commerce mengubah cara pandang dan perilaku dari konsumen dan
penjual, bahkan sampai pada pandemi sendiri tingkat pembelian barang atau kebutuhan pada e-commerce sendiri juga
melonjak karena adanya pembatasan sosial dan penutupuan toko offline. Hal yang sering terjadi saat melakukan transaksi
jual beli online yakni adanya penipuan, ketidaksesuaian produk yang dikirim, keterlambatan dalam pengiriman, Namun
dengan seiring berjalannya waktu kasus sengketa tersebut dapat menurun dikarenakan para pelaku usaha sendiri memiliki
kesadaran akan pentingnya untuk menjaga kepercyaannya terhadap konsumen. Adanya keterbukaan suatu informasi, jujur,
memberikan pelayan yang baik membuat jumlah sengketa juga ikut menurun dan membuat meningkatnya suatu
kepercayaan dan kepuasan dari konsumen dalam melakukan pembelian.
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